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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan PENETAPAN
Nomor 1606/Pdt.G/2020/PA.Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Bogor  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetepan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  lahir di Bogor, tanggal 19 Maret 1977 (umur 43 tahun), agama

Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,

tempat tinggal  di  Komp. Telkom  No. 47 Cibeureum RT. 001

RW. 008 Kelurahan Mulyaharja xxxxxxxxx Bogor Selatan, xxxx

xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir  di  Bogor,  tanggal  12  April  1975 (umur  45 tahun),  agama

Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan  xxxxxxxx  xxxxxx,  tempat

tinggal di Jalan Lembah Nyiur Kampung Cidokom RT. 003 RW.

011  Desa  Kopo  xxxxxxxxx  Ciasarua  Kabupaten  Bogor,

xxxxxxxx xxxx xxxxx, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bogor  Nomor  1606/Pdt.G/2020/PA.Bgr

tanggal 02 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Penggugat  adalah  istri  sah  dari  Tergugat  yang  telah

melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 September 2005 di

hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx Bogor
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Barat , xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, sebagaimana terbukti dalam  Buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 1138/13/IX/2005 tertanggal 5 September 2005;  

2. Bahwa  pada  saat  menikah  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus perjaka;  

3. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal

bersama terakhir  di  Komp.  Telkom No.  47  Cibeureum RT.  001 RW. 008

Kelurahan Mulyaharja xxxxxxxxx Bogor Selatan, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx

xxxxx;  

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah

dikaruniai  2 orang anak yang bernama: 

4.1.    Siti  Haura  Rania  Mujahida,  perempuan,  lahir  di

Bogor, 16 Mei 2007;

4.2.   Queena Taskia Aurelia,  perempuan,  lahir  di  Bogor,

28 November 2009;  

5.  Bahwa  semula  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

berjalan rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2011 rumah tangga

dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 

5.1.   Tergugat  memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain,

yang diketahui langsung oleh Penggugat;  

5.2. Tergugat  sering  mengucapkan  kata-kata  kasar  kepada

Penggugat, seperti kata hinaan;  

5.3.   Tergugat  pernah  dua  kali  melakukan  kekerasan  fisik  kepada

Penggugat, seperti dipukul 

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

sekitar  petengahan bulan November tahun 2020 yang mana Tergugat pergi

meninggalkan  kediaman  terakhir,  sehingga  sejak  itu  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  dan  tidak  ada  hubungan  seperti

layaknya suami istri lagi;  

7. Bahwa  Penggugat  yakin  tidak  ada  lagi  harapan  untuk  meneruskan

rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina

rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud
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lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974  tentang  Perkawinan  dan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991

tentang  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  sangat  beralasan  apabila

gugatan ini dikabulkan;  

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dari

perkara ini;  

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut,  Penggugat  mohon  kepada  Ketua

Pengadilan Agama Bogor Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.   Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT)  kepada

Penggugat (PENGGUGAT);  

3.   Menetapkan biaya perkara menurut hukum;  

 Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan  Penggugat  dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis  Hakim telah  berupaya keras mendamaikan Penggugat

dan Tergugat  dengan memberikan nasehat  dan pandangan agar  Penggugat

dan Tergugat mau berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga mereka,

akan  tetapi  tidak  berhasil,  Penggugat  tetap  pada  pendirian  ingin  bercerai

dengan  Tergugat,  walaupun  Tergugat  masih  berkeinginan  untuk

mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua

belah  pihak  diwajibkan  menempuh  mediasi  dan  Ketua  Majelis  telah

memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat untuk  menempuh  upaya  mediasi

Untuk itu,  Ketua  Majelis  telah  menunjuk  salah  seorang  mediator  pilihan

Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  H.  Mumu,  S.H.,  M.H.  dengan

Penetapan Nomor  1606/Pdt.G/2020/PA.Bgr., tanggal 14 Desember 2020. dan

berdasarkan  laporan  Mediator  pada  tanggal  14  Desember  2020,  mediasi

dinyatakan berhasil;
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Bahwa  di  muka  persidangan  Penggugat  menyatakan  ingin  mencabut

gugatannya;

Bahwa  karena  pencabutan  perkara  tersebut  dilakukan  Penggugat

sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka

pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  di  muka  persidangan  menyatakan

mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  pernyataan  Penggugat  mencabut  gugatannya

sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan

perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 271

dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus

ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  gugatan  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  sesuai

dengan  Pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  oleh  Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana diubah kedua dengan Undang-

Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1606/Pdt.G/2020/ PA.Bgr., dari Penggugat;  
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2. Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara

tersebut dalam register perkara;  

3. Membebankan Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah     Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan

Agama Bogor pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Miladiyah bertepatan

dengan tanggal  13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Dra. Sulfita Netti, S.H.,

M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Drs.  Sangidin,  S.H.,  M.H.,  dan  Dra.  Hj.  Andi

Bungawali, M.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

pada hari  itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  di  dampingi  oleh  Hakim  Anggota  tersebut  dan  dibantu  oleh  Raisul

Wadhifuddin,  S.H. sebagai  Panitera Pengganti,  dihadiri  oleh  Penggugat  dan

Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.
Hakim Anggota

ttd

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

   Hakim Anggota

ttd

   Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Raisul Wadhifuddin, S.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran    : Rp  30.000,-

2. Biaya Proses    : Rp  50.000,-

3. Panggilan    : Rp 290.000,-

4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

5. Redaksi    : Rp  10.000,-
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6. Meterai    : Rp          6.000,- +  

   J u m l a h    : Rp 416.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
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